KABUPATEN KUTAI TIMUR
KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 46 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA DAN MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMA'lT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan perizinan
Khususnya nipada para invisior yang minanamxan modainya
di Kabupaten Kutai Timur dan memberikan kepastian hukum
terhadap pemberian perizinan di Kabupaten Kutai Timur,
diperlukan adanya regulasi kemudahan pemberian perizinan
kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Timur;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka dipandang perlu mengatur Tata Cara dan
Mekanisme Pelayanan Perizinan ‘lerpadu Satu Pintu Kabupaten
Kutai Timur dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara vang hersih dan hehas Korunsi. Kolusi dan Nenotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai
Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara
Noior 3850), sebagaiaiia telall diuball deugail Undaiig-ondaunyg
Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3896);

3. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Trausaksi Blekbouik {(Lewbatan Negara Taliun 2008 Nuwor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
Undang-Undaing nNomoir 23 Tahun 2014 ten
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
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dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor
535389,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Noinoi 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Uruseut Fowetiuiaiian Aunlata Fewctiiialy, Ceuctuiialian Daciall
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215,
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Taimibaliail Lemvaiain Negara Noioit 535
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayana Terpadu Satu Pintu;
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Menteri Negara [endayaguiiaailn Apairatus Neégaia
Nomor PER20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Umum
Pelayanan Publik;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14
Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi Perizinan
Investasi Secara Elektronik;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5
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Perizinan Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor S5 Tahun 2013 tentang
Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman
Modal;

craturan MEnteii Negara ondayaguinaain Aparatai
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81
Tahun 1993 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah
Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga
Tekiis Dacrali dail Liimbaga Temiid Daciah lainiya Kavupatei

Kutai Timur;

Memutuskan ...




Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
KUTAI TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

2,

Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

Pemerintah Naerah adalah F%npnfi dan Pprnng](nf Naerah Qphng::\i

unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur.
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Kepala BPTSPPMD adalah Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP
adalah kegiatan penyelnggaraan suatu perizinan dan non perizinan
yang mendapat pendelegesian dari kepala daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-udangan yang proses
pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap

terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal
Daerah adalah yang selanjutnya disingkat BPISPPMD adalah
lembaga teknis daerah yang merupakan pendukung tugas Bupati
selain menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan penanaman
modal;

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

10. Perizinan Paralel ...
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Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan

dari satu jenis yang diproses secara terpadu dan bersamaan

Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas
fiscal, insentif daerah, pemberian rekomendasi atau dokumen
lainnya dan informasi mengenai penyelenggaraan PTSP sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah
berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang
merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan
seseorang atau usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan

tertentu.

Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin
Prinsip, adalah Izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam

rangka memulai usaha.

Non Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan
Daerah dan/atau peraturan lainnya yang menyatakan sah atau
diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk

melakukan usaha atau kegiatan tertentu

Pendelegasian wewenang atau penyerahan tugas, hak, kewajiban
dan pertanggungjawaban perizinanan dan non perizinan, termasuk

pendatanganan atas nama pemberi wewenang.

Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak kewajiban
dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk

penandatanganan atas nama penerima wewenang.

Penyederhanaan pelayananan adalah upaya penyingkatan terhadap

waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.

Satndar Pelayanan adalah criteria capaian minimal pelayanan yang
harus dilakukan oleh penyelenggara PTSP dengan tujuan untuk
memberijaminan atau kepastian bagi penerima layanan

penyelenggaraan PTSP.

19. Standar Operasi ...
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Standar Operasi Prosedur merupakan sebuah instruksi yang
te1tulls uuiluk dijadisan pedoiuall dalai ey clesaikall tugas Luti
dengan cara yang efektif dan efisien guna menghindari terjadinya
variasi atau penyimpangan dalam proses penyelesaian kegiatan oleh

setiap aparatur.

Pelayanan secara elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah
Pelayanan Perizinan dan non Perizinan yang diberikan melalui PTSP

secara eletronik.

Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Elektronik yang
selanjutnya disingkat SPIPISE adalah system pelayanan perizinan
dan non perizinan yang terintegrasi antara Badan Pelayanan
Terpadu Satu PFmmtu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten

Kutai Timur dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsure-unsur
SKPD teknis yang mempunvai kewenangan untuk memberikan

pelayanan perizinan dan non perizinan.

Bawah kendali organisasi yang selanjutnya disingkat BKO adalah
bentuk penugasan pejabat SKPD teknis dalam rangka
Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah

Pengawasan fungsional adalah penerbitan atau pemeriksaan yang
dilakukan oleh badan-badan pemeriksa teknis terhadap

penyelenggaraan PTSP sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB II
ASAS, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan asas:

a.

b.

kepastian hukum;
keterbukaan;

akuntabilitas;
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kesamaan hak;
ketetapan waktu;

kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu berdasarkan asas:

a.

memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada

masyarakat dan dunia usaha;
memperpendek proses pelayanan;

mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah,

transparan, pasti dan terjangkau;

mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada

masyarakat.
Bagian Ketiga
Prinsip
Pasal 4

Penyelenggaraan Pelayan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dengan

prinsip:

a. keterpaduan;

b. ekonomis:

4 koordinasi;

. pendelegasian /Pelimpahan Wewenang; dan

_()
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Bagian Keempat
Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

meliputi:

(1) Seluruh pelayan ...
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Seluruh pelayan perizinan dan non perizinan meliputi urusan
peusciiuialianl Kutkuiell yaung teidil atas Uiusall Couictinialian
Wajib dan Urusan Pemerintahan Pillhan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Daerah.

Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan dibidang pembagian urusan

pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

BAB III
PENDELEGASIAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Pendelegasian Kewenangan
Pasal 6

Jenis perizinan yang didelegasian kepada Kepala Badan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Kutai

Timur ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Untuk mendapatkan persetujuan Bupati tentang Pendelegasian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu Kepala
Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal
Daerah menyampaikan telaah staf kepada Bupati Kutai Timur

untuk mendapatkan persetujuan.

Jenis kewenangan perizinan yang belum didelegasikan oleh Bupati
kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana
dimaksud pada aydi (1), elap dilaksanakdn oleil masing-masing
Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Kewenangan.
Bagian Kedua
Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan
Pasal 7

Bupati dapat melimpakan kewenangan perizinan dan non
perizinan yang didelegasikan atau dilimpahkan kepada Kepala
BPTSPPMD termasuk penandatanganan atas nama Bupati.

Jenis dan bentuk perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan
kepada Kepala BPTSPPMD diatur lebih lanjut dalam Keputusan
Bupati.

BAB IV ...
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BAB IV
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Bagian Kesatu
Pembina
Pasal 8

Pembina penyelenggaraan PTSP adalah Bupati.

Pembina mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan,

dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggungjawab.

Bagian Kedua
Penanggung Jawab
Pasal 9

Penanggungjawab penyelenggaraan PTSP adalah Sekertariat

Daerah.
Penganggungjawab mempunyai tugas:
a. mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan

terpadu satu pintu sesuai standar pelayanan;

b. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan terpadu
satu pintu;

o melaporkan kepada Pembina pelaksanaan penyelenggaraan
PTSP.

Bagian Ketiga
Penyelenggaran
Pasal 10

Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh
Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal
(BPTSPPMD) Kabupaten Kutai Timur.

BPTSPPMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain
penyelenggraan fungsi pelayanan terpadu perizinan dan non

perizinan, melakukan fungsi penyelenggaraan penanaman modal.

Penyelenggara PTSP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan
dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi,

llegrasl, siukionisasl, siunplilikasi, Keamanan dail kepasiiall.

Bagian Keempat ...
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Bagian Keempat
Tuu Tekuis
Pasal 11
Dalam menyelenggarakan PTSP, dibentuk Tim Teknis yang terdiri
dari unsur-unsur atau pejabat SKPD teknis dibawah koordinasi
BPTSPPMD Kabupaten Kutai Timur.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan
pelaksana dan SKPD teknis yang dibentuk oleh kepala BPTSPPMD
dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tim Teknis membuat laporan hasil pemeriksaan laporan hasil
pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian dilengakapi dengan
Berita Acara kepada Kepala BPTSPPMD dengan tembusan kepada
Kepala SKPD yang bersangkutan.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan
rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu

permohonan perizinan/nonperizinan.

BAB V
Standar Pelayanan
Pasal 12

Penyelenggaraan wajib menyusun standar pelayanan dengan
memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan

masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Dalam penyusunan standar pelayanan, penyelenggara dapat

berkoordinasi dan/ atau berkonsultasi dengan penanggungjawab.

Ketentuan Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Komponen standar pelayanan sekurang-kurngnya meliputi:

a.

1~
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dasar hukum;
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sistem, mekanisme, dan prosedur;
jangka waktu penyelesaian,;
biaya/tarif;

produk pelayanan;

sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;

kompetensi pelaksana;
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penanganan pengaduan,saran, dan masukan;

jumlah pelaksana;
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dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;

jaminan keamanan dan keselamtan pelayanan dalm bentuk
komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan

resiko keragu-raguan;

evaluasi kinerja pelaksana.

Pasal 14

Standar Operasional Prosedur
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merumuskan Standar Operasi Prosedur dari tiap-tiap jenis

perizinan.

Dalam penyesunan Standar Operasi Prosesur, Penyelenggara
dapat berkoordinasi dan/atau berkonsulatasi dengan

penanggungjawab.

Ketentuan Standar Operasi Prosedur sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15
Maklumat Pelayanan

Dalam rangka pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme untuk
menciptakan Good Governance dan Clean Government ditetapkan
Maklumat Kepala BPTSPPMD.

(2) Penyelenggara ...




(3)

w 1w

Penyelenggara menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan
yally 1cl upakail pelilyataail kcbaug,gupm1 pcuyclcuggma dalaii
melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Maklumat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
komitmen dan ketentuan, dipahami serta dilaksanakan oleh
pejabat structural dan pejabat fungsional umum di lingkungan
BPTSPPMD.

Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipublikasikan secara jelas dan luas.

BAB VI
Proses dan Mekanisme Pelayanan
Pasal 16

Pengolahan dokumen persyaratan perizinan mulai dari tahap
permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara

terpadu satu pintu.

Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dialkukan untuk

satu jenis perizinan tertentu atau peizinan paralel.

Proses perizinan dapat dilakukan apabila persyaratan perizinan

lengkap sebagaimana tercantum dalam standar pelayanan.

Pasal 17
Mekanisme Pelayanan

Permohonan yang membutuhkan perizinan dan non perizinan
dapat memanfaatkan layanan penyelenggaraan PTSP
di BPTSPPMD.

Pengajuan permohonan perizinan dan non perizinaan dilakukan
di gedung kantor BPTSPPMD.

Pemohon yang membutuhkan layanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib mengambil nomor antrian layanan kecuali

untuk layanan pengaduan.

(4) Layanan ...
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Layanan penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) TFclayautaur reliziuan  deulr  INULL Coliziall  JucUgguliasall

mekanisme Front Office (FO) dan Back Office (BO), Meliputi:

a. front officer yang bertugas memberikan layanan penerimaan
permohonan perizinan dan non perizinan yang lengkap dan

benar;

b. back officer yang bertugas memproses penerbitan persetujuan

atau penolakan atas permohonan;

c. help desk yang bertugas memberikan pelayanan informasi
dan konsultasi terkait penyelenggaraan fungsi PTSP
di BPTSPPMD;

d. tata usaha yang bertugas memberikan layanan pengambilan
produk perizinan dan non perizinan serta layanan
pengambilan produk perizinan dan non perizinan serta

layanan administrasi persuratan BPTSPPMD;

e. layanan pengaduan yang Dbertugas menerima dan
menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pemberian
layanan perizinan dan non perizinan serta 1ntormasl
penanaman modal terkait penyelenggaraan fungsi PTSP
di BPTSPPMD.

Penanaman modal yvang membutuhkan layanan pengajuan
laporan  Kegiatan Penanaman Modal dan permohonan
pembatalan/pencabutan perizinan penanaman modal
menghubungi Front Officer Pengendalian Pelaksanaan Penanaman

Modal.

Back Officer Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal
bertugas mengevaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan

memproses pembatalan/pencabutan perizinan Penanaman Modal.

Khusus  perizinan penanaman modal dalam  rangka

diverikasi/divalidasi dari bidang pengendalian BPTSPPMD.

BAB VII ...
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BAB VII
FENTEDEROANAAN FELATANAN
Bagian Kesatu
Prinsip
Pasal 18
Penyederhanaan pelayanan perizinan, non perizinan dan pelayanan
administrasi pada Kantor BPTSPPMD dilaksanakan dengan

mempertimbangkan prinsip sebagai berikut:

a. sesuai ketentuan perundang-undangan;
b. tidak diskriminasi;
o wewuiudkan Standar Opvperasional Prosedur dan Standar

Pelayanan yang sederhana;

d. menghindarkan duplikasi pelayanan; dan

aficiar a-
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o

Bagian Kedua
Penyederhanaan Persyaratan
Pasal 19

Penyederhanaan persyaratan dilakukan melalui:

a. tidak ada duplikasi persyaratan baik untuk satu dan/atau
beberapa jenis izin dan non izin yang dialkukan pengurusannya
secara bersamaan;

b. menghapuskan atau meniadakan persyaratan yang tidak
berdampak secara hukum;

C: menyatukan beberapa persyaratan yang mempenyual substansi
yang sama; dan

a. menghapuksan  persyaratan yang mempersulit terhadap

perkembangan dunia usaha.

BAB VIII
Bagian Kesatu
Pelayanan dan Keterbukaan Informasi
Pelayaan Informasi
Pasal 20

(1) BPTSPPMD wajib menyediakan dan menyederhanakan informasi

dan bimbingan, antara lain:

a. Penyelenggaraan ...




(2)

(<)

(3)

o

a. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan

1 T
Wi Lo,

b. prosedur alur proses/mekanisme pelayanan penerbitan

persetujuan perizinan dan non perizinan;

c. pengisian formulir dan pemeriksaan persyaratan permohonan

perizinan dan non perizinan; dan

d. persyaratan, peraturan dan ketentuan yang terkait dan

proses penerbitan persetujuan perizinan dan non perizinan;

Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh BPTSPPMD dengan melibatkan aparat

pemerintah, kecamatan dan kelurahan/desa.

Bagian Kedua
Keterbukaan Informasi
Pasal 21

Penyelenggara menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan
dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme,
penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu
perizinan dan non perizinan, serta tata cara pengaduan yang
dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah

diakses dan diketahui oleh masyarakat dan dunia usaha.

Keterbukaan dan Kkejelasan 1ntormasi dilakukan melaul
penyampaian, penginformasian, pemberitahuan, sosialisasi,
pengumuman, imbauan dan maklumat mengenai segala sesuatu

terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui:
a. media elektronik;

b. media informasi;

e brosur/leaflet:

d. sosialisasi;

e. dialog pelayanan; dan

£ Al damFasmmn amt Tadsmsmrra
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Yang dimaksud dengan segala sesuatu sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) antara lain:

a. tempat lokasi ...
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a. tempat lokasi kantor BPTSPPMD;
b. alamat surat menyurat;

c. alamat email;

d. nomor telepon;

e. nomor fax;

f alamat website;
~ Aot mmanmt wmsxiltn
&o CALCALLACA L wWIW/wDiLAL A.Al\.r\.&.l.l’.&?
h. jenis perizinan;

o

jenis non perizinan;
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k. waktu penyelesaian; dan
1.  biaya pelayanan.
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dengan lembaga pengelola website pemerintah daerah dan dapat

harus diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana
Pasal 22

Sebagaimana penunjang fisik yang penting, sarana minimal yang

harus ada di kantor penyelenggaraan PTSP adalah:
a. komputer;
b. printer;

C. scanner;

fL
4
)
3
3
]

e. mesin pengganda dokumen;

f.  telepon;

~ Fralrmdeails.
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h. kendaraan operasional;

1.  jaringan internet; dan
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j. japan/media/fasilitas informasi yang berisi informasi tentang:

latda atall lukast Kaiiol, papail uaiua kautul, peltuigjuk
(panduan) layanan dan leaflet/brosur jenis layanan prosedur,
persyaratan, biaya, waktu pelayanan, Rencana Tata Ruang
Wilayah, dsb.

Penyelenggara harus memiliki prasarana ruangan yang berkaitan

dengan mekanisme pelayanan, berupa:
a. ruang tunggu;
b. ruang pengajuan permohonan dan informasi;

c. tempat/ruang pemrosesan berkas;

tmsmsmnmt [arrmany smarmaliarrAasmas matals feadsclayrase
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e. tempat/ruang penyerahan dokumen;

f. tempat/ruang penanganan pengaduan;

~ s mam o bmta vranlaA.
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h. ruang arsip; dan

1. toilet.

Bagian Keempat
Pelayanan Pengaduan
Pasal 23

Penerima layanan yang tidak puas atas pelayanan yang diberikan

oleh BPTSPPMD, dapat menyampaiakan pengaduan.

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Kepala BPTSPPMD melalui Layanan Pengaduan
dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Desk Layanan Pengaduan bertugas memberikan layanan penerima
pengaduan atad semua jenis layanan perizinan dan non perizinan

yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan PTSP.

Layanan pengaduan (help desk) dan dapat dilakukan melalui
telepon, faksimili dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak

pengaduan yang tersedia.

(5) Pengaduan ...




(4)

L

Pengaduan yang disampaikan harus ditindaklanjuti oleh pejabat
yauy Lersanghulan deugan vatas wasiu paling laubal O (Uga) el

kerja sejak diterimanya pengaduan.

Pengaduan diselesaikan oleh Tim Pengaduan dan Pengawasan.
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Keputusan Bupati Kutai Timur.

Bagian Keenam
Sumber Daya Manusia
Pasal 24

Pengawai/pelaksana yang ditugaskan di lingkungan PTSP

diutamakan mempunyai kompetensi di bidangnya.

Dalam rangka memenuhi kompetensi sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan

seleksi dan pembinaan sebagaimana mestinya.

Pegawai/pelaksanaan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dilakukan mutasi bagi yang telah dilatih
kecuali untuk promosikan yang pelaksanaannya berpedoman

ketentuan yang berlaku.

Penyelenggara melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana
secara berkala dan berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) tahun
sekali.

Evaluasi terhadap kinerja pelaksana sebagaimana dimaksud ayat
(3) dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan
memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan
organisasi sesuai dengan pelayanan dan Peraturan Perundang-

undangan.

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
penyelenggara melakukan upaya peningkatan kapasitas

pelaksana.

Pelaksana PTSP pada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan

daerah yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(8) Guna memberikan ...
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Guna memberikan pelayanan citra yang lebih baik pegawai
pouycleuggala D10l LMICUECIdhall pahkalall SClagalll yallg uclbocua

dengan sergam PNS, yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Penyelenggra
Pasal 25

Penyelenggara memiliki hak:

a.

'KL

memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan

tugasnva;
melakukan kerjasama,;
mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan;

amm mTlaleraleman smasmalialanmneae favlaAadAace scmmsmmvadirman Adaen drramdbrisdbaen  vrmam o
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tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan;

menolak permintaan pelayanan yang bertentanagn dengan

Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Penyelenggara berkewajiban:

.S)

ca
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menyusun, menetapkan dan mempublikasikan maklumat

pelayanan;
menempatkan pelaksana yang kompeten;

menyediakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan yang

mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;

memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas

penyelenggaraan pelayananan publik;

melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
hernartisinasi alktif dan mematihi Peratuiran Periindang-uindangan
yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;

h. memberikan ...
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h. memberikan pertanggung jawaban terhadap pelayanan yang
diaclcuggm a.l\a.u,
i. membantu  masyarakat dalam memahami hak dan

tanggungjawabnya;

i. bertanggungjawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara

pelayanan;

k. memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang
berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan

tanggungjawab atau posisi atau jabatan; dan

i B memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau
melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan
pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi
pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai Peraturan

Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 27
Masyarakat berhak:
a. mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;
h mengawasi nelaksanaan standar nelayanan:
e mendapat tanggpan terhadap pengaduan yang diajukan;
d. mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan
pelayanan;
e. memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk

memperbaiki apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai

dengan standar pelayanan;

- memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk
memperbaiki apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai

dengan standar pelayanan;

g. mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar
pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada

penyelenggara dan ombudsman;

h. Mengadukan ...




L

mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan
stanidal polayauiaul daut/ atau Udak uicuipel baikl polayallall sepada

pembina penyelenggara dan ombudsman; dan

mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan

tujuan pelayanan.

Pasal 28

Masyarakat berkewajiban:

-
.
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dalam standar pelayanan,;

ikut menjaga terpeliharanya sarana,prasarana,dan/atau fasilitas

pelayanan publik;

berartisispasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan

penyelenggaraan pelayanan; dan

menggunakan dokumen perizinan dan/atau non perizinan sesuai

dengan ketentuannya.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan bagi Pelaksana
Pasal 29

Pelaksana berkewajiban:

a.

melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang

diberikan oleh penyelenggara;

memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan,;

memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah
suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang
dari lembaga Negara atau instansi pemerintah yang berhak,
berwenang dan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan;

memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau
melepaskan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan; dan

e. melakukan ...
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melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja

1 1 1 1 1 1
Kepaued PCLLYCTICLIERAL d Stlald UTL Kald,

Pasal 30

Pelaksana dilarang:

-
.

(2)

yang rasional dan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan;
menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara;

membuat perjanjian kerjasaa dengan pihak lain tanpa persetujuan

penyelenggara; dan

melanggar asas penyelenggaraan pelayanan.

BAB X
KETENTUAN SANKSI
Pasal 31

Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PENELITIAN TEKNIS/PENGUJIAN FISIK PERMOHONAN
PERIZINAN DAN NON PERIJINAN
Bagian Kesatu
Prinsip
Pasal 32

Penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non

perizinan dilakukan dengan prinsip:

a.

b.

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
tepat waktu;

c. Akurat ...
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C. akurat;
d. tidak diskriminasi;
e. objektif;

f. tanpa pamrih;

g. menghindarkan konflik kepentingan
h. efektif;

j- kompeten,;

k. transparansi; dan

[y
]
7
b
+
b
¥
L5

L e S N A

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 33

Penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non
perizinan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menjamin

bahwa setiap permohonan perizinan dan non perizinan memenuhi syarat
teknis.

Pasal 34

Penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non

perizinan bertujuan untuk:
a. menjamin kepastian hukum terhadap pemberian izin dan non izin;

b. menjamin keakuratan data dan informasi pemohonan perizinan

dan non perizinan secara teknis; dan

c. menjamin kepastian perhitungan biaya yang akan menjadi

kewajiban pemohon.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 35

(1)  Penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non
perizinan dilakukan terhadap seluruh bidang perizinan dan non

perizinan.

(2) Penelitian teknis/pengujian fisik ...




(2)

(2)

(@)

e 7.

Penelitian teknis/pengujian fisik permohonon perizinan dan non
pelizittail dilaksaiiakall Scsual dcugall sevutuliaur dai Foratutans

Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Bentuk Penelitian Teknis/Pengujian Fisik
Pasal 36

Penelitian teknis/pengujian fisik permohon perizinan dan non
perizinan yang dilaksanakan bisa dalam bentuk:

a. penelitian teknis/pengujian fisik langsung kelapangan;

b. pengukuruan dan/atau perhitungan:

c. verifikasi;

d. penelitian kesesuaian antara objek izin dan non izin dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. pengujian dan/atau penelitian laboratorium/balai/bengkel;

f.  stop opname;

~ Armvrmsm b st e e 1A am o - ~
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h. perancangan/desain.

Selain bentuk penelitian teknis/pengujian fisik sebagimana
dimasksud pada ayat (1) dapat dilakukan penelitian
teknis/pengujian fisik dalam bentuk lain sesuai dengan

kebutuhan, perkembangan dan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kewenangan
Pasal 37

Penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non

perizinan merupakan kewenangan BPTSPPMD

Dalam hal penelitian teknis/pengujian belum bisa dilaksanakan
oleh BPTSPPMD, karena belum tersedia dan mencukupi sumber
daya manusia dan/atau peralatan/perlengkapan, peneitian

teknis/pengujian fisik dilakukan:

a. BPTSPPMD ...




(1)
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a. BPTSPPMD dengan SKPD Teknis; dan

b. penelitian teknis/pengujian fisik dilakukan oleh SKPD Teknis.

Pasal 38

Penelitian teknis/pengujian fisik bersama sebagaimana dimaksud
dalam pasal 37 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk tim
teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

SKPD Teknis yang diminta oleh Kepala BPTSPPMD, Wajib:

a. memenuhi dan menugaskan pejabat pegawai yang

berkompeten;

b. menyediakan penggunaan atau pemanfaatan peralatan/

perlengkapan yang dibutuhkan;

c. pimpinan SKPD Teknis memonitor pelaksanaan penelitian
teknis/pengujian fisik yang ditetapkan/dijanjikan/dalam

Standar Operasional Prosedur;

d. memutuskan segera  dan tepat  hasil penelitian

teknis/pengujian fisik;

e. SKPD Teknis Menginformasikan proses tahapan/proses,
teknik dan substansi penyelesaian penelitian
teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non

perizinan kepada BPTSPPMD manual dan /atau elektronik;

f. menyampaikan segera hasil penelitian teknis/pengujian fisik
Kepala BPTSPPMD secara manual dan/atau elektronik dalam
bentuk pertimbangan memenuhi syarat atau tidak memenuhi

syarat; dan

g. mengarsipkan tembusan = pertimbangan = sebagaimana
dimaksud pada huruf f.

Pasal 39

Penelitian teknis/pengujian fisik dilakukan oleh SKPD Teknis

sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) hurup b dilakukan oleh

SKPD Teknis dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Kepala BPTSPPMD ...




(2)
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kepala BPTSPPMD mengirim surat pengantar manual dan/atau
cickliuik kepada SKID Lokiils,
petugas/tim kerja SKPD teknis melaksanakan penelitian teknis

pengujian fisik;

kepala SKPD teknis mengendalikan pelaksanaan penelitian
teknis/pengujian fisik yang ditetapkan/dijanjikan dalam Standar

Operasional Prosedur;

kepala SKPD teknis sesuai dengan hasil penelitian teknis
pengujian fisik yang dilakukan oleh petugas/tim teknis
memutuskan segera dan tepat hasil penelitian teknis/pengujian
fisik;

SKPD teknis menginformasikan proses tahapan/proses teknik dan
substansi penyelesaian teknis pengujian fisik permohonan
perizinan dan non perizinan kepada BPTSPPMD secara manual
danl/atau eiekironik,

kepala SKPD teknis menyampaikan segera hasil penelitian
teknis/pengujian fisik kepada Kepala BPTSPPMD secara manual
dan/atau elektronik dalam bentuk pertimbangan memenuhi

syarat atau tidak memenuhi syarat; dan

SKPD teknis mengarsipkan tindasan/tembusan pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada huruf f.

Pasal 40

Dalam hal BPTSPPMD dan jajarannya serta SKPD Teknis belum
mempunyai kemampuan/kompetensi untutuk melaksanakan
penelitian teknis/pengujian fisik suatu permohonan perizinan dan
non perizinan tertentu, BPTSPPMD dapat meminta bantuan
Instansi Pemerintah Pusat instansi Pemerintah lainnya dan/atau

menunjuk menugaskan jasa pihak ketiga yang berkompeten.

Permintaan bantuan Instansi Pemerintah Pusat Instansi
Pemerintah lainnya dan/atau menunjuk menugaskan jasa pihak
ketiga yang berkompeten dilaksanakan sesual dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41 ...
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Pasal 41

Setiap hasil penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan

non perizinan dituangkan dalam dokumen yang patut dan memenuhi

syarat keabsahan secara hukum yang ditetapkan dengan Keputusan

WWoannla RDDTQCDDMT
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Bagian Keenam
Koordinasi BPTSPPMD dengan SKPD Teknis
Pasal 42

Dalam rangka mewujudkan prinsip, maksud dan tujuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34,
Kepala BPTSPPMD mengkoordinasikan SKPD teknis dan
jajarannya dalam hal penelitian teknis/pengujian fisik

permohonan perizinan dan non perizinan.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Kepala BPISPPMD
sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik.

DAam~l A2
Leaoe b

Efektifitas dan kendala pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 dilaporkan Kepala BPTSPPMD kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

(1)

Pasal 44

Dalam rangka mengoptimalkan percepatan pelayanan perizinan
dan non perizinan, Kepala BPTSPPMD atas nama Bupati dapat
memberikan pemberitahuan tertulis secara manual dan/atau
elektronik kepada Kepala SKPD Teknis terkait dengan kelambatan
penelitian teknis/pengujian fisik yang dilakukan oleh SKPD

‘Teknis.

Tindasan/tembusan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan oleh BPTSPPMD kepada Bupati, Sekretaris
Daerah dan Inspektur Inspektorat Wilayah.

BAB XII ...




BAB XII
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Pasal 45

Penyelenggaraan PTSP memanfaatkan sistem teknologi informasi.
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Secara Elektronik;

b. PSE untuk perizinan dan non perizinan di bidang penanaman
modal dilakukan melalui SPIPISE.

Penanaman modal dengan nilai Investasi di atas Rp. 500.000.000,-
(Lima Ratus Juta Rupiah) izinnya harus diproses menggunakan
SPIPISE

PSE oleh PTSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup
aplikasi otomasi proses kerja (business process) dan informasi

yang diperlukan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-

kurangnya meliputi:
a. potensi dan peluang usaha;
b. perencanaan umum penanaman modal;

c. pelaksanaan promosi dan kerjasama ekonomi;

E)..
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e. daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka
f.  terbuka dengan persyaratan;
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h. posisi dokumen pada setiap proses, biaya, dan waktu

pelayanan;

1. tata cara layanan pengaduan;

j- hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan dibidang penanaman modal.
Pasal 46

Sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mewujudkan:

a. hubungan online ..




(2)

(3)

-29.

a. hubungan online penyelenggara PTSP dengan SKPD/UKPD
LCR1LLS,
b. hubungan online penyelenggara PTSP dengan instansi

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan; dan
c. hubungan online penyelenggaraan PTSP dengan masyarakat.

Melalui sistem teknologi informasi sebagaiman dimaksud pada
ayat (1) pimpinan pemerintah daerah bias memantau/memonitor

kegiatan pelayanan penyelenggaraan PTSP.

BAB XIII
PELAPORAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI
IZIN DAN NON IZIN
Pasal 47

Kepala BPTSPPMD bertanggung jawab dan berkewajiban untuk
melaorkan kegiatan pelayanan perizinan secara berkala 1 (satu)
bulan sekali kepada bupati dengan tembusan Kepala SKPD Teknis
v - tmanlrmid mmamivmtr Aavmvass i dAac~y das —~
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pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

Pengawasan, pngendalian dan evaluasi dimaksudkan sebagai
sarana pembinaan untuk menjamin izin dan non izin
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi bertujuan

untuk:

a. menghindarkan penyalahgunaan wewenang dalam

pelaksanaan izin dan non izin; dan

b. memberikan sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non
izin.

SKPD Teknis yang terkait dengan penyelenggaran PTSP tetap

bertanggung jawab dan Dberkewajiban untuk melakukan

pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan dan

non perizinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi tugasnya

melalui koordinasi dengan BPTSPPMD.

(4) Pembinaan ...




(7)
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Pembinaan dan pengawasan, dan pengendalian terhadap
pelaksaliddil CALLS Pelisitall Udll ULl Peliziall Secald tunugsional

dilakukan oleh pejabat SKPD teknis terkait.

Pembinaan dan pengawasan, sebagaimana dimaksdu pada ayat (3)
secara administrasi dilakukan oleh kepala BPTSPPMD.

SKPD Teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
beberapa Badan, Dinas, Satpol PP dan bagian yang secara
substansi mempunyai keterkaitan dengan pemberian izin dan non

izin yang menjadi objek pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaanya berdasarkan
ketentuan dan perundang-undangan dan akan akan diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Apabila hasil pengawasan, pengendalian dan evaluasi
menghendaki adanya tindakan/operasi penertiban menjadi

kewenangan dan dilaksanakan oleh satpol PP.

Dalam melaksanakan tindakan/operasi penertiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Satpol PP berkoordinasi dengan SKPD

Teknis dan/atau aparat penegak hukum dan aparat keamanan.

BAB XIV

LAPORAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAN PTSP
Laporan
Pasal 49

Kepala BPTSPPMD menyiapkan data dan bahan laporan
penyelenggaraan PTSP.

Bupati menyampaikan laporan seacara tertulis kepada Gubernur
mengenai perkembangan pelayanan, capaian kerja, kendala yang
dihadapi dan pembiayaan yang disampaikan secara berkala setiap

3 (tiga) bulan.

(3) Kepala BPTSPPMD ...




LT

Kepala BPTSPPMD menyampaikan laporan penyelenggaraan PTSP
di Lidauy pouduaisan modal kopada Repala COCCIV proviasi
dengan tembusan bupati, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
laporan Kepala PDPPM kepada BKPM.

Pasal 50

Pengawasan

Penoawracan I'mnvplpﬂggnrnnﬂ PTSP dilakeanzlkan nleh-

a.

(1)

Lembaga Negara yang berwenang melaksanakan pemeriksaan

keuangan Negara;

Lembaga Negara yang berwenang melaksanakan pengawasan

pelayanan publik; dan

Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 51

Dalam penyelenggaran PTSP di BPTSPPMD, masyarakat dapat

berperan pada proses evaluasi Pasal

Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam
bentuk survey Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) dan
penyelenggaraan dialog interaktif secara berkala sesuai Peraturan

Perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBIAYAAN PTSP
Pasal 52

Biaya yang diperlukan oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan

PTSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 53

Segala penerimaan daerah yang timbul dari pelayanan Perizinan dan

Non Perizinan yang merupakan urusan permerintah daerah diserahkan

Kepala daeran sesuail Ketéentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII ...




BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 54

(1) Dalam hal penerbitan perizinan yang memerlukan rekomendasi
teknis, pejabat SKPD Teknis ditugaskan oleh Kepala SKPD Teknis
dengan status BKO yang diberi kewenangan untuk menerbitkan

rekomendasi teknis, ditugaskan sebagai pejabat penghubung.

(2) Peraturan Bupati tentang standar Pelayanan = dalam
penyelenggaraan PTSP, harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga)

bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

(3) Peraturan Bupati tentang Standar Operasional dalam
Penyelenggaraan PTSP, harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga)

bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku sejak tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ARDIANSYAH SULAIMAN




